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PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Sintang memiliki luas wilayah sekitar 21.635 km? dan sebagai
kabupaten terluas ketiga di Kalimantan Barat setelah Kabupaten Ketapang (sekitar 35.809
km?) dan Kabupaten Kapuas Hulu (sekitar 29.842 km?). Kondisi geografis yang sarat
perbukitan dan banyak aliran sungai menjadikan akses transportasi—jarak tempuh—
menjadi kendala utama bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk melaksanakan tugas dan
fungsinya secara optimal. Terutama P ang bertugas di Kecamatan Ambalau,
Kecamatan Ketungau Tengah dopahe Hulu.  Terkendalanya PNS untuk
melaksanakan tugas dan fung coRafis, dltambah persoalan bahwa

ka banyak alasan i akan PNS
PNS beralasan |ng|n iri

an tugasnya.
wa dirinya teld

ke Kecamatan Sintang. Jad]
2N Sintang sejak tahun 2009

lanYuli 2012 sebanyak 65 PNS. §
rsebut, jelas berdampak bagi te

, sehingga
kewajiban

ﬂmﬂ enag

engan pengapeamnya

mengajarnya am seminggu, atau den Iah B pat guru yang
mengajar kura i m Aﬁlﬁkelebi : aga pengajar,
dan tidak j Jarang s ONgUi 4 orang olah unt dang studi yang
sama. Sebaliknya |., . ecamatan jauh darl | L eeci®n Sintang, justru
mengalami kelebihar™ye Ag -mrnn-:um T BREKUrangan guru untuk

bidang studi yang sama.

Berbagai persoalan yang berhasil ditemui sebagaimana dikemukakan
sebelumnya, memungkinkan juga terjadi dan telah menggejala di wilayah kabupaten
lainnya, baik dalam lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat maupun provinsi
lainnya di Indonesia, sehingga pemerintah melalui dinas terkait harus lebih selektif dan
efektif melakukan evaluasi mengenai dampak kebijakan mutasi PNS khususnya guru
sekolah. Bertitik tolak dari latar belakang penelitian maka judul penelitian yang diajukan

Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN-2013



adalah: Evaluasi dampak kebijakan mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam lingkungan
Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang.
2. Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup penelitian ini meliputi: (1) Evaluasi kebijakan mutasi PNS ke
Kota Sintang; (2) Evaluasi dampak mutasi PNS ke Kota Sintang; (3) Kriteria evaluasi
mutasi PNS ke Kota Sintang; dan (4) Hasil evaluasi mutasi PNS ke Kota Sintang.

3. Perumusan Masalah
Rumusan masalah penelitia

gapa evaluasi dampak kebijakan mutasi
abupaten Sintang diperlukan?

TINJAUAN PUSTA

Mutasi -‘ suatu  perubahan
j pe ' ku r| R maupun vertikal
i @ erdasa  \

organlsa5|

arrier system ini merdpakan ges
itas kerja meningkat; (b) sem

iplin karyawan semakin baik; 0
jority system adalah mutasi yan
alaman kerja dari karyawan yi

3 . 2ksanaad : aKalFf Hasibuan
tersebut, magg i R harkansky
adalah apa
etapkan dalam
erbentuk pidato-
s emerintah, segera
ditindaklanjuti dengaM%s R0 uu-mloru-umm

Beranjak dari pendapat rson maupun Edward 111 dan Sharkansky tersebut,
mengindikasikan bahwa melalui kebijakan akan tercipta tertib administrasi PNS selaku
aparatur di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, khususnya berkenaan
dengan mutasi PNS dimaksud, mengingat tujuan mutasi menurut Nitisemito (1996:79)
akan berhasil bila dilakukan secara terkoordinasi bukan satu-satu, bersifat menyeluruh
dari segenap pelaksanaan tujuan mutasi berikut:
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a) Mutasi adalah memindahkan karyawan dari satu pekerjaan lain yang dianggap
setingkat atau sejajar.

b) Untuk pelaksanaan harus didasarkan atas pertimbangan matang, sebab bila tidak
demikian, mutasi yang dilakukan itu bukannya merupakan tindakan yang
menguntungkan, tetapi justru merugikan perusahaan—organisasi kerja.

c) Pada prinsipnya mutasi dilaksanakan agar kita dapat melaksanakan prinsip “orang
tepat pada tempat yang tepat” karena pada saat penempatan pertama hal ini sulit
dilaksanakan.

Mustopadidjaja (2005:45) _gagataka hwa evaluasi merupakan kegiatan
pemberian nilai atas suatu fenggg® : ilai

(value judgement tertentu) B dian, bahwa Fenomena yang
dinilai adalah berbaga t| tujuan dan sasaran
kebijakan, n kebijakan yang
dipergunakan, reg® | dampak yang
terjadi dan lgi@*gif. bagian dari
evaluasi kebi§€ inerja yang

terkait kel ditetapkan. Eval
; implikasi, yai Berorientasi pada mak

kebijakan; dan (2) Hasil/d
il akibat dan konsekuensi
VA suatu kebijakan. Berkenaan

pvaluasi maka upaya mencap
pfencanaan yang baik sehingg

) evalua5| d
N sebagal %
mempengaruhi pen Kan; dan (2) Dalam
melaksanakan program, tidak dlper ukan penyesuaian, masalah dapat diatasi dan tujuan
tercapai (Anwar, 1996:329). Masih pada tataran dimaksud, menurut Rossi dan Freeman
(dalam Parsons, 2004:550) dalam teorinya, mengemukakan bahwa perlunya pemanfaatan
sumberdaya yang dikeluarkan atau digunakan.
Evaluasi dampak kebijakan sehubungan mutasi PNS khususnya dalam

lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang sebenarnya juga erat hubungannya
dengan dukungan para stakeholders dan ketersediaan sarana pendukung lainnya.
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Dwiyanto (2002:79) mengidentifikasinya ke dalam 3 (tiga) variabel yang mempunyai
pengaruh utama, yaitu; (1) Karakteristik birokrasi daerah sebagai suatu konsekuensi; (2)
Adanya perubahan budaya masyarakat sebagai determinan makro dalam menjelaskan
suatu lembaga pemerintah; dan (3) Sebagai warisan budaya serta nilai-nilai luhur
organisasi publik. Substansinya bahwa aparatur publik harus berlaku adil, tidak
memandang latar belakangnya dan mendapat perlakuan yang sama (Zulkarnaen,
1985:62).

Pentingnya kebijakan mengenai asi PNS berikut evaluasi dampaknya, karena
setiap bentuk pemindahan 0 apat dianalogikan sebagai proses
pembudayaan nilai-nilai dalarg M besar ketercapaian tujuan dari

mengungkapkan, bahwj fa pemerintah enunjuke gaimana yang diperintah
menilai dan berti h [KéW i;ig 2 T8 ang berlaku dan
menyatakan deng &1 ng, W MRat dirasakan oleh
i r@o a” Stuart S. Negel (dala Okl

i ungan antara kebijakan dan tujuar®

rlu diketahui

erarti dala
an wewenang

Evaluasi proses;
iga hal evaluasi tersefut, eva

si dan Freeman (dalam
lan yang harus terjawab, yaitu:

e ukturisasi
S

tujuan. Salah satu pendapat tentan pernasilan atau kegagalan dari implementasi

kebijakan setelah dilakukan evaluasi, sebagaimana disampaikan Weimer dan Vining

(dalam Keban, 2008:78) bahwa ada 3 (tiga) faktor umum yang mempengaruhi

keberhasilannya, yaitu:

a) Logika yang digunakan oleh suatu kebijakan, yaitu sampai seberapa besar teori yang
menjadi landasan kebijakan, atau seberapa jauh hubungan logis antara kegiatan-
kegiatan yang dilakukan dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.

rr—— antara kebijakan dan
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b) Hakekat kerjasama yang dibutuhkan, yaitu apakah semua pihak yang terlibat dalam
kerjasama telah merupakan suatu assembling yang produktif.

c) Ketersediaan sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan, komitmen untuk
mengelola pelaksanaannya.

Berdasarkan pendapat tersebut bahwa evaluasi terhadap dampak kebijakan
mutasi PNS merupakan perjalanan panjang dan luas guna tercapainya tujuan kebijakan
hingga kepada rakyat. Dwidjowijoto (2008: 447) menyatakan bahwa di Indonesia sering
terjadl mefektmtas pelaksanaan suatu kalijakan, karena kurangnya koordlna5| dan

suatu dampak yang diharg ; ent of policy) dan konteks
kebijakan itu sendiri (g pub ) Wi Rlliakan yang melibatkan
segenap sumberdayagifang | B{ée ppak posmf maupun
dampak negatif. 43 ska N

dideteksi kare 3 merupakan baglan dari %

dideteksi ag negatif karena gidak serta mert

f itu ridak begitu
ita secara sadar ata

ita sadari, tetapi Ia
ak justru menolak unt

i TOD;ENELITIAN

Metode dalam penelitian i

HASIL PENEB ~
A. Evaluasi MgBjakan da Q 3 g ol il : FPntang Dalam
Lingkungan B Pend||k 4al A d
Diketahui o i - g khususnya di
Kecamatan Sintang 98 VAW ) 151010 M T 7YY eKitarnya diantaranya

Kecamatan Sungai Tebelian sebanya serta Kecamatan Sepauk sebanyak 310
orang. Kondisi jumlah guru tersebut dinilai jauh melebihi cukup manakala dibandingkan
dengan keberadaan guru di beberapa kecamatan terjauh di Kabupaten Sintang, seperti di
Kecamatan Ambalau sebanyak 138 orang dan Kecamatan Ketungau Hulu sebanyak 164
orang. Hal ini terjadi karena umumnya guru tidak ingin ditempatkan atau berlama-lama
bertugas di kecamatan terjauh tersebut. Artinya melalui berbagai alasan berusaha untuk
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dapat pindah, terutama bagi guru pendatang untuk dapat bertugas di Ibukota Kabupaten
Sintang atau di kecamatan sekitarnya.

Realitas demikian tentunya menjadi pekerjaan berat Pemerintah Kabupaten
Sintang khususnya Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sintang dalam
mengurus guru khususnya guru yang telah diangkat sebagai PNS. Menyikapi persoalan
tentang banyaknya permintaan mutasi oleh guru yang bertugas di wilayah kecamatan
terjauh Kabupaten Sintang. Menurut informan bahwa. menanggapi banyaknya
permintaan guru—PNS—yang mengajukagemutasi atau pindah tugas, dari kecamatan

Sebab boleh jadi, kareg % an jarak tempuh maka
terdapat fungsi rantg ' isi i
dan monitoring

dalam Program Bantuan Ope @
fengingat besarnya pengorbafian g
g Sintang semakin menginspirasika
ya, sehingga perlu dilakukan

keinginan untuk

; NT 4h menguatkan
efkukan peng e a gllisisnya dimulai
dari proses mutasi g 2 ;

dan evaluaS| damak

1. Kondisi Nyata Pegawal Neg
Diperoleh pernyataan informan bahwa, agar guru tidak mengalami kejenuhan
bekerja di tempat tugasnya, perlu dilakukan rotasi secara berkala/periodik. Hal inilah
hematnya kemudian kiranya perlu disikapi Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas
Pendidikan Kabupaten Sintang Cq BKD Kabupaten Sintang tentang pentingnya peranan
rotasi dalam rangka mengurangi permintaan mutasi dalam sistem penyelenggaraan
kepegawaian. Besarnya keinginan guru mengajukan pindah merupakan indikasi lemahnya
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sistem rotasi kepegawaian. Paling tidak ada 3 (tiga) manfaat/kepentingan yang dapat
ditarik jika rotasi dilakukan, yaitu: (a) Kepentingan Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang;
(b) Kepentingan guru bersangkutan; dan (c) Kepentingan masyarakat. Berdasarkan
keterangan ini kiranya beralasan bahwa kepada guru yang mengajukan kepindahan dapat
dikabulkan, manakala alasan yang disampaikan dinilai logis dan guru yang bersangkutan
memiliki catatan-catatan baik selama bertugas di tempat kerja asal. Hal itu pun menurut
Kepala BKD Kabupaten Sintang dapat dilakukan manakala terjadi luang formasi di
sekolah-sekolah yang hendak dijadikan tegapat tugasnya yang baru.  Diketahui juga

aig n rotasi sehubungan lokasi tugas guru
g0 pindah lokasi kerja oleh guru
goberikan manfaat bagi guru

itu sendiri. Sebagaima a dikemu salah sc®gaMimguru selaku PNS yang
dulunya pernah mepg# eI 5&1 [
Sintang, dan Kini g !¥ J

L wilayah Kabupaten
agi guru yang bertugas d
darkan kesemp
dikarenakan lema
kala lokasi kerja guru

a Recagatan terjauh di
g, praktls me i
sional. Hal terse

penyelenggaraan k

Agar kebija _
beberapa pemikiran sebagalmana penelitian yang telah dilaksanakan, atau setidaknya
dapat dikatakan sebagai strategi sebagai berikut: (a) Kebijakan rotasi perlu diformalkan
dalam sebuah kebijakan, bisa dalam bentuk Perda Kabupaten Sintang maupun Keputusan
Bupati Sintang; (b) Perlu adanya sosialisasi yang terus menerus mengenai kebijakan
rotasi tersebut oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, khususnya melalui UPTD
Dinas pendidikan Kabupaten Sintang yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten
Sintang; (c) Seluruh guru selaku PNS harus menerima kebijakan rotasi tersebut, karena
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selaku aparatur negara tentunya harus selalu siap ditempatkan pada posisi/jabatan
maupun lokasi kerja berbeda; (d) Para pimpinan sekolah harus rela melepas anak buah
terbaiknya untuk pindah dari lingkungan kerjanya, ke unit kerja lainnya; dan (e¢) Semua
stakeholders di Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang maupun di luar dinas tersebut harus
memiliki persepsi yang sama akan kebaikan konsep kebijakan rotasi, sebagai antisipasi
terjadinya diskriminasi dan proses mutasi yang lebih bernuansakan subyektivitas, karena
sarat dengan keinginan dan permintaan untuk mendapatkan keuntungan atas penempatan
lokasi kerja yang lebih baik.

2. Alasan Mutasi Pegawai Negs

Ada beragam alasan o aM9lmkeinginan guru selaku PNS di
lingkungan Dinas Pendidi R i S, yang bertugas di beberapa
j i Al b tugas. Beberapa alasan

uk menentukan apaka
atau tidak. g diperhatikan
kompeten an guru selaku PNS

‘ an Iam dlsekltarnya

kecamatan jauh di Kalu#® intang untuk g
tersebut antara lain g D arg enambah wawasan.
Berdasarkan infgffnas ﬁ ‘zt 0 A yang digunakan

ersebut langsung mengajukarg Ri
kecamatan sekitarnya. Ak

i yang lowong
ugas dari SDN
kecamatan A ke ke ilcaw SDN Kecamatan

meninggalkannya, dan juga apaka ] ecamatan B memang membutuhkan kelas.
Jika itu sudah terpenuhi, silahkan mengurus mutasi anda. Hal lain yang mesti anda
perhatikan adalah menerapkan aturan bahwa PNSnya harus mengabdi sekian tahun,
misalnya 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun untuk bisa mengajukan mutasi, dan jika wilayah
tempat anda berdinas sekarang ini memberlakukan aturan itu, dan anda belum cukup
tahun untuk mutasi, jangan coba-coba mengusul pindah tugas, karena itu tidak akan
dikabulkan. Berdasarkan keterangan ini dapatlah dipahami bahwa, pengajuan mutasi

Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN-2013



untuk pindah tugas harus didasarkan atas kebutuhan, dan ada formasi luang untuk dapat
ditempati. Jadi, peran BKD Kabupaten Sintang hanya melakukan fungsi seleksi dan
fasilitasi, sedangkan peluang pindah tugas ada pada pihak sekolah, baik sekolah yang
akan ditinggalkan maupun sekolah yang di tuju atau yang akan ditempati.

Berkenaan kelengkapan permohonan mutasi tugas tersebut, diketahui puluhan
guru selaku PNS yang sebelumnya bertugas di kecamatan terjauh Kabupaten Sintang
selama tahun 2012 pindah ke Ibukota Kabupaten Sintang atau di kecamatan sekitarnya,
tanpa diimbangi dengan jumlah yang ma Terhitung tahun 2012 bahwa yang pindah,
dan paling banyak ke Ibukota Silang atau ke kecamatan sekitarnya,
didasarkan atas berbagai macag ~

atasan, juga laporan ; aI Kond

memperburuk kondig &dan ‘ ~-
j b a iNSwg
Slntang ma5|h belum &?

sekolah yang di :
terjauh dalam f
sehingga meygieim) publlk Khususn

goelumnya bertug
i dipindahtugaskanf di Ibulo
fitarnya. Jika dicerm bih

pemerintah setempat, tentu §
ermutasi jawabnya pasti belu

uru resah kare Jan s
enang

ersebut

sendiri—bukan kebijd - 'Fllla.u.umrlsi BRPOTSEtujui. Atas dasar ini
bahwa perlu dilihat secara profeS|ona olen yang berwenang memutasi guru, yaitu tetap
melihat secara keseluruhan data yang ada. Bukan hanya sebatas keinginan sepihak untuk
memenuhi target terlaksananya sebuah rencana, namun yang terpenting bahwa
terwujudnya harapan pemerintah setempat bagi semua guru selaku PNS agar adapat
bekerja secara profesional.
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1. Dampak Mutasi Bagi Pegawai Negeri Sipil

Diperoleh informasi bahwa, guru harus sungguh-sungguh menguasai empat
kompetensi, yaitu; kompetensi akademis, psikologis, pedagogis dan sosiologis untuk
meningkatkan kualitasnya. Didasarkan atas pendapat tersebut maka substansinya
mengenai kompetensi akademis bisa dilihat dari kemampuan seorang guru apakah
mengikuti perkembangan ilmu terkini atau tidak. Mengingat perkembangan ilmu selalu
dinamis karena dalam waktu singkat selalu muncul perubahan baru. Selain itu, guru harus
berkomunikasi secara efektif, empatik, dangantun dengan peserta didik. Dampak lainnya
dari mutasi tugas terindikasi dilazuge adanya kepentingan politik, dan itu

tempatnya bertugas. Se z op asi tugas didasarkan atas

kepentingan politis, ng
i : 3 enjadi pertimbangan
\ mutasi tersebut.
@ba ympendistribusian

g pen
R % J\t’
é&w haruslah didasarkan a

yang adil, sgiihg juan mutasi pindah dilakukan jus

yang dipig apmtl bekerja sama sek

sama deg¥a @ erja yang sudah cu terjadi
ng sama &

Mutasi PN

gaikan. Apalag
bertugas di w
al tersebut sebadgimana jfi

h 'jembatan' panjal
idi di wilayah Kabupaten Si

mengatasi persoalan diri g
afl kariernya. Tingginya mina
yg berdampak bagi tempat kerjg
atan terjauh dimana pen;

engajukan mutasi pindah te €

ORlkannya, yaitu di suatu
n terbatas bahkan dan ce

. Sesuai
Nasional,

amanat U@ : ).lll.

bahwa peral aEnaga pen' 7 gat menen

kompetensi aF is, keilmugg, vokasi serta kompetens la 5 d¥asai. Kondisi
pendidikan di amatan m i g gKiranya cukup
menumbuhkan 2¥aran, bahw an bukanf/@#kerjaan mudah
Terlebih bila menOQgtes arakat pedalaman ang Bif," irasional dan

. 0-logikal seringkali

Na al dan fI|OSOfI hidup masyarakat.
Pendekatan intensif-komunikatif dan rasionalisasi kepada masyarakat dinilai tidak serta
merta dapat diselesaikan dalam hitungan jari, karena butuh intensitas waktu dan momen
tepat. Oleh karena itu, kiranya rasional manakala seorang Pemerhati Pendidikan di Kota
Sintang pada Selasa, 5 Februari 2012 lalu, menegaskan bahwa mutasi diperlukan, dan
rasionalisasi dari mutasi tersebut adalah menempatkan tenaga guru yang professional di
wilayah kecamatan jauh tersebut.
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B. Hasil Evaluasi Mutasi Pegawai Negeri Sipil Ke Kota Sintang Dalam Lingkungan
Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang
1. Kriteria Evaluasi Mutasi
Diketahui bahwa fakta di lapangan menunjukkan sampai saat ini proses mutasi
dalam rangka pemerataan guru belum dapat dilaksanakan secara periodik. Pemerataan
guru belum tercapai karena proses pendataan penyebaran guru belum selesai. Selain itu,
Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang menyakini
bahwa pemerataan guru secara otomatis akagterjadi dengan sendirinya, karena guru akan

Salah satu alasan belum diperLgen pg g Q_jarak tempuh antar sekolah di
setiap kecamatan di Kabupg p 5 dan dikala guru dimutasikan
di kecamatan terjauh 3 pécin itu s ag ukuman rena itu, sebagaimana
kondisi di lapangan BQ‘ jajukan pindah tugas
manakala dirasa : Sprestasi kerjanya.
Atas dasar itu ' Igs didikan Kabupaten Sin &T b 2R Sintang akan
melakukan = _(fF lan kepindahan tersebut, berikut p 8 Mg guru-guru
i erjauh tersebut. s dasar alasan ters jo

Kabupaten Smtang, di

iri éan menata diri merd yjangan jam mengajal
gas maka guna' memenuhi j rtifikasi, dengan sen ya 3
ari tempat mengajar di luar, afg
Perihal pengajuan pindah t

If tersebut dikarenakan banyal
usia guru. Hal yang paling
goupaten Sintang untuk mgl3

gfipa isu bahwa
Sintang. Atas

akan terjadi mutd
hal itu, sebagian

tahun lebih mengajar di kecamatan tefjatn di aupaten Sintang, agar bisa diberikan
kesempatan untuk pindah tugas mengajar di wilayah kecamatan dekat dengan lbukota
Kabupaten Sintang. Akan tetapi, bagi kalangan guru sepuh, isu demikian justru menjadi
tekanan psikologis baginya. Padahal mutasi adalah konsekuensi logis bagi seorang guru
selaku PNS, karena ketika menjadi PNS sudah disodori pernyataan siap ditempatkan
dimanapun di seluruh Indonesia. Berdasarkan informasidiketahui bahwa, besar keinginan
sebagaian guru untuk mendapatkan penyegaran dalam tugas. Sebaliknya, tidak sedikit
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pula yang memandang bahwa mutasi yang akan dilakukan tersebut justru akan
mengganggu  konsentrasinya dalam menjalankan tugas-tugas pendidikan dan
pengajarannya, karena dinilai di lokasi kerja sekarang telah menetap dan telah memiliki
kemapanan hidup bersama keluarganya. Akibatnya, tidak kurang kritik pedas yang
dilontarkan kepada bagian kepegawaian menyangkut masalah mutasi, seperti
ketidakadilan ataupun keterbukaan pihak pengambil keputusan dalam proses ini. Jika
demikian halnya maka pertanyaan mendasar yang perlu dikemukakan sehubungan
penelitian ini, bahwa apakah memang dergikian halnya ataukah pihak guru selaku PNS
memang enggan berubah karena crolige. ‘nyaman’ dengan kondisi sekarang
menjadi guru yang bertugas di J&#e
meningkatkan kemampuag
tantangan baru di tegyf®

frja  baru, megun eI .
Keengganan untuk gg#hdefat sa ﬁx at Mqgang baru, umumnya
melanda guru-gu ‘g @7 X Sota Sintang. Hal
ini da yang selalu mengin | g k2N pengalaman
baru yang 8 c '
pindah tug#®

erampllannya 0, kerja yang baru. Padahal

karena terdapat
tasi tersebut, kareng

as dasar pertimbangan waktu
Mtuk belajar kembali, kemung
ijgenurunan tingkat ketrampila
a dari yang direncanakan sem
il faktor psikologis, dan ini me

latu yang tidak diketahui sebelumn
e\yukai pimpinan atau agen per

eh guru selaku
L dinilai sebagai
nan pangkat atau
dengan pangkat teta : W-Iru-umrm- g : . Hal ini dilakukan
pimpinan kalau seseorang yang walaupun suda menglkutl pelatihan dan pembinaan
persoanal namun tetap saja bekerja dengan kinerja jauh di bawah standar organisasi dan
berkelakukan tidak baik. Jika bukan sebagai mutasi maka juga bukan pula sebagai rotasi,
karena atas dasar pengajuan pindah tugas berarti ada kesiapan untuk menjalani kondisi
kerja di tempat yang baru manakala usulan kepindahannya tersebut mendapatkan
persetujuan. Mengingat umumnya rotasi akan dapat menimbulkan kecemasan kalau
perpindahan tempat pekerjaan tidak dijelaskan alasannya dan membuat yang
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bersangkutan bekerja dengan tidak nyaman. Atas dasar analisis masalah yang dilakukan
sehubungan kondisi faktual di lapangan, berkenaan mutasi pindah atas usulan guru selaku
PNS tersebut, bisa percuma atau tidak efisien disetujui manakala tidak ada efek
pengembangan kualitas sumberdaya manusia dan karir dari guru bersangkutan.

Sepanjang penelitian yang dilaksanakan menunjukkan, bahwa mutasi yang
didasarkan atas keinginan guru selaku PNS di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten
Sintang tersebut, masih terbilang jauh dari penilaian efisiensi mutasi, karena masih jauh
dari beberapa harapan yang meski dlcap groanisasi kerja melalui dinas terkalt selain

bersamaan usulan untuk kepinggen le QO VOeiy. Beberapa hal penilaian yang
dinilai masih jauh dari pertjgga : i ebagalmana berikut:

itu sendlrl untu
an pada perencanaa
prospektlf pada pen

3

am pelaksanaangyd\ dia
Qtandar.
b. i\ pé

grtai dengan pertimbangan penifa
8fah asal tugas guru bersangk
ifidah salah salah seorang g

ekatan yang-peraslimsikan |.

q%{oduktlf Jadi, mut
Rarir. Atau m

g enllalan tentang muta efisien, karena

: tindih  dalam
keberagaman motlf permm aan atas tujuan yang sama. Artinya, permohonan guru
agar bisa pindah kerja ke Ibukota Kabupaten Sintang, atau di beberapa kecamatan
yang ada di sekitarnya tidak dapat dinilai sebagai efisiensi mutasi. Mengingat
dalam prakteknya bahwa mutasi baru bisa dikatakan efisien manakala
berdasarkan karakteristik, kompetensi organisasi dan kualitas guru bersangkutan

(promosi).
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a. Ketepatan dalam Menjawab Masalah
Masalah pendidikan yang perlu dijawab di wilayah Kabupaten Sintang adalah
berkenaan tentang pemerataan ketersediaan guru dan kualitasnya. Jadi, mutasi akan
dap;at menjawab persoalan di kabupaten Sintang manakala bertujuan pada
pengembangan sumber daya guru selaku PNS, demi terciptanya profesionalisme guru.
Guru yang disetujui permohonan pindahnya manakala masuk dalam kategori investasi,
atau sebagai human investasi. Meskipun program orientasi pengembangan guru memakan
waktu dan dana, tetapi berbagai program peningkatan kualitas guru sebagai investasi
pendidikan perlu dipikirkan mulg aang. Tujuannya: (a) Menciptakan
G Mara kecakapan atau kemampuan

3 ef|5|e di‘efektlvn oWR, ouru dalam mencapai

" “S a asi pindah yang
diharapkan terg@®up % penelitian ini dlketahu A WU selaku PNS
4 % cana keplndaha nya untuk peni (w M OWya di masa
o) ha

itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Sint jhak BKD
rus mem|I|k| kej dalam menllal setiap L Pi

juga sebaliknya perlu dilurd
osi/demosi). BKD Kabupate

n Dinas Pendidikan Kabupate
paya yang dilakukan untuR

Qagai tempagegdemosi dari guru guru y masa
ini juga didapaMgsil bahw i
disinyalir saat i@ 'adl ketida 7 antara kota di

sudah menjadi sebua \ ai --uuﬂrrulvrlml'“" erataan kualitas guru,
tetapi juga pemerataan kualitas SISWa S€laku peserta d|d|k Dalam konteks inilah
diharapkan program sertifikasi harus menjadi bagian dari program mutasi guru selaku
PNS di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, sekaligus menjadi salah satu
solusi atas permasalahan pendidikan di Kabupaten Sintang. Oleh karena itu, sertifikasi
guru dapat dijadikan sebagai momentum untuk menjangkau yang tidak terjangkau.
Kekuatan sertifikasi sebagai tools semakin besar dengan keluarnya peraturan bersama
lima menteri, tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil.
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c. Responsivitas

Responsivitas atas “derita” guru karena memerlukan penyegaran kiranya dapat
direkomendasikan dalam rangka memberikan pemahaman kepada Pemerintah Kabupaten
Sintang melalui pihak-pihak terkait yang diberikan kewenangan atasnya untuk
menghargai dan merasakan langsung apa yang telah diperbuat oleh para guru ini,
manakala kepadanya tidak diberikan kesempatan untuk melakukan penyegaran. Padahal
dedikasi dan pengabdian mereka tak dlragukan walaupun pada masa-masa yang sulit serta
kehidupan mereka dltlnjau darl segl ekonggal boleh dikata _pas-pasan, bahkan cenderung

epenuhn . Meningkatkan usulan

konteks penelitian ini ggfat |Ia| b
at| Wi ada masalah dalam

4 pengambil
enyebaran

Responsivitas atas pelaksa
Wai kondisi psikologis guru ya
menjadi perhatian, karena me
seadanya membutuhkan tekad
engetahui tempat tugasnya &
Mo sebagai pendidik malah S
an Sintang dalam hal muta

asarka s kebijakan

langsung dari@exeri QD B abUPeten Judang, maupun
atas usulan ata(igo8 il ATTD % imey® penelitian ini
haruslah melingk&gIeti ; ‘ = rikut:

1) Mutasi sebal slah bebas dari

tindakan yang 8 Al —m'«.m-um-m'«- serairt, bahkan penentuan
kepindahan lokasi kerja atasanya ItU diyakini tidak tergantung orang/pihak lain.
Upaya ini menghilangkan interest pribadi maupun politik pada penyelenggaraan
mutasi tersebut.

2) Mutasi harus berlandaskan pada tujuan yang progresif, dan dilakukan berdasarkan
adanya usaha untuk mengejar prestasi, penuh ketekunan, merencanakan serta
mewujudkan cita-cita pemerataan kuantitas dan kualitas guru di wilayah
Kabupaten Sintang.
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3) Penilaian atas pemindahan guru selaku PNS di lingkungan Dinas Pendidikan
Kabupaten Sintang haruslah sarat atas aspek-aspek yang termasuk dalam hal ini
adalah kemampuan untuk berfikir dan bertindak secara original, kreatif dan penuh
inisiatif, sehingga tidak ada unsur pungli didalamnya, karena perihal mutasi rentan
terhadap muatan suap-menyuap.

4) Mutasi adalah pengendalian, sekaligus kontrol agar teratasinya masalah kerja yang
dialami guru. Kemampuan mengendalikan masalah melalui tindakan mutasi dinilai
sangat mempengaruhi lingkungan atgsekondisi kerjanya sendiri.

5) Mutasi harus bertujuan untuk Cagiee kKarier guru selaku PNS sehingga lebih

dapat memiliki rasa peig#¥e Hola gampuan diri sendiri, menerima

dirinya dan mempesg 3 . Derbagai pengabdian yang

dilakukannya.

Berdasarkan - bahwa yang
terpenting adala & ~ abupaten Sintang
melalui BKD Jg# ang. Kemandlrlan ‘mutasi | /™. dapat di lihat

dari bentuk 3

ang bahwa guru ya
g sangat kekuranga

n sehingga pekerjaan itu di
epatan selanjutnya adalah K¢
pencermatan bahwa sediki

guru se

dengan M a bahwa

en kepegawaian
sebagaimana diatu : 0d200aRmsert bentuk undang-

- 3 oTa . an Kepala BKN yang
sering kita sebut dalam bahasajerma nya " das so len ini yang perlu dipedomani. Oleh
karena itu, di dalam melakukan mutasi atau ketika menyetujui permohonan pindah lokasi
kerja yang diusulkan guru sebagaimana terjadi di lingkungan Dinas Pendidikan
Kabupaten Sintang, haruslah memenuhi unsur pertanyaan sebagaimana manajemen PNS,
berupa: Apakah “das sollen dan das seinnya” sama atau tidak. Akan tetapi, sepanjang
pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan, belum ditemukan bahkan merasakan bahwa
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norma standar atau implementasi mutasi guru telah sesuai dengan norma standar prosedur
yang telah ditentukan, itu artinya “das sollen” tidak sama dengan “das seinnya.”
Manakala mencermati fakta-fakta yang terjadi, maka pentingnya auditor
kepegawaian untuk memastikan apakah mutasi atas guru di lingkungan Dinas Pendidikan
Kabupaten Sintang sudah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Oleh karena itu, pada penelitian ini sangat menyambut baik adanya sosialisasi
tentang mutasi, karena selama ini memang belum diimplementasikan, terutama berkenaan
|nformaS| peluang dan tantangan serta harglaatan bagi guru yang akan melakukan pindah

selaku tenaga pendidik dan penggf® aSllgkasi kerja sebelumnya.
b. Penempatan PNS dj ¢
Pelaksanaan ingkung inas an  Kabupaten Sintang
merupakan salah sa ﬁé’x EPP anajemen sumber
daya guru selaku g aan N phipat ‘. baglan mtegral
dari keselurug tan organlsa3| dalam

Kabupaten

dalam bentuk faktor-faktor |
Ag umumnya diinginkan sej
elaku Ibukota Kabupaten Sintan

atau di sejumlah kecamatan g
r kekuasaan, kewenangan b

Al mutasi be |tan dengan kekuasaan
secara formal dis, makajre
mandat, meliput % agal kew .

tujuan. Tujuannya adalah untuk meng an dan mengldentlflka5|kan sifat dan arti
dari mandat kewenangan atas mutasi yang telah ditentukan.

PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Kebijakan mutasi guru selaku PNS ke Kota Sintang dalam lingkungan Dinas
Pendidikan Kabupaten Sintang, berdasarkan kondisi nyata terkesan sebagai
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“kontrak mati” baginya, atau sebagai hukuman secara tidak langsung akibat
adanya rasa “like and dislike” yang dapat membungkam kreativitas dan spirit
pengabdian guru. Oleh karena itu, usulan pindah lokasi kerja ke Ibukota
Kabupaten Sintang dengan berbagai alasan yang mendasarinya merupakan
akumulasi dari besarnya harapan agar mutasi dapat dilaksanakan secara periodik,
demi perataan kuantitas dan kualitas guru di segenap lingkungan Dinas
Pendidikan Kabupaten Sintang.

2. Perihal dampak mutasi PNS ke K

melalui mutasi gi€a engant
kerja baru, :
berikut kg

idik. Sedangkan bagi

a Sintang diketahui merujuk pada 2 (dua)

.

DIESS,
i, ketepatan d¢
dera ‘ antitas, responsjyitas
kgte : &lishks atag kriteria tersebut unjuk¥d
tbw dilaksanakan secy tersebut terjadi I1€bih sebg
legitimasi pemindahan tempgt tu byektif, karena mas ini
i Mengingat maraknya keing

pindah lokasi kerja ke Kota
hak-hak dasarnya sebagai g
peningkatan kinerja dan keca
Perihal hasil evaluasi mutasi P\

telal¥ ditentukan, itu artinya “dagl
hingga guru secara kualitas danjk@#ntitas

1. MenindRegmy j Eebagai alasan
di kecamatan
sekitarnya, wilayah terjauh
tersebut, addya 2 i
terkesan miskin kecakapan dar pe ensi, sehlngga terkesan pantas baginya
menjalani masa pengabdiannya hingga akhir masa pengabdiannya—pensiun—
tiba. Agar tidak melahirkan kesan demikian yang seharusnya mutasi pindah
adalah pembinaan, sebagaimana sistem kepagawaian maka Pemerintah
Kabupaten Sintang melalui dinas terkait dan BKD Kabupaten Sintang
diremondasikan harus dapat membangun citra guru selaku PNS yang
menjalankan pengabdiannya di beberapa kecamatan terjauh dari Ibukota
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Kabupaten Sintang, dan menerapkan mutasi pindah secara merata serta
berkeadilan secara periodik/terjadwal.

2. Dampak mutasi/pindah lokasi kerja ke Ibukota Kabupaten Sintang atau di
beberapa kecamatan di sekitarnya, tentunya akan dirasakan langsung bagi PNS
bersangkutan dan sekolah tempatnya sesudah dan sebelum mengabdi. Kedua
wujud dampak tersebut dirokomendasikan tidak perlu terjadi, manakala
Pemerintah Kabupaten Sintang melalui dinas terkait dan BKD Kabupaten
Sintang, menerapkan mutasi alui sistem rolling dalam meningkatkan

kompetensi dan kecakapan g

3. !
g se ﬁ%l
Jlﬁatg
asarnya, dlantarany g1, peningkatan
4. ke Kota Slntang d n, bahwa

pakan keglatan rutm
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